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ABSTRACT
Waqf is one of the recommended forms of philanthropy (mandub) in Islam, because the reward of
waqf will always flow even though wakif has died. In the modern era, waqf is no longer interpreted by
giving immovable property such as land andbuildings, but movable property can be used as a waqf
object. One of the objects of immovable property is intellectual property rights, namely:  copyright.
With the existence of waqf of  copyright no longer obligate for the giver of waqf to have immovable
property as treasure to be represented but other object which have economic value and social also can
be waqfproperty.
Keywords: Copyrights, Waqf
PENDAHULUAN
igulirkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf telah menyediakan
payung hukum sangat kuat untuk dapat mengelola wakaf secara produktif dan mendorong
inovasi perwakafan. Hak kekayaan intelektual (HKI) sebagai hak kebendaan tersebut dalam
konsep hukum sangat dimungkinkan untuk dialihkan atau diperalihkan menurut ketentuan hukum
melalui mekanisme wakaf. Namun hingga saat ini masih banyak orang yang skeptis terhadap wakaf hak
cipta. Adapun permasalahnnya yang pertama; bagaimanakah hak cipta sebagai hak kebendaan yang
bersifat tidak berwujud dapat menjadi objek wakaf dalam hukum Islam, kedua, bagaimanakah hukum
positif menafsirkan harta benda wakaf, termasuk hak cipta sebagai objek wakaf itu sendiri.
Di Indonesia, sampai saat ini potensi wakaf sebagai sarana berbuat kebajikan bagi kepentingan
masyarakat belum dikelola dan didayagunakan secara maksimal dalam ruang lingkup nasional. Dari
segi praktiknya, khalayak banyak beranggapan bahwa wakaf hanya sebatas :pertama wakaf itu
umumnya berwujud benda tidak bergerak,khususnya tanah. Kedua, dalam kenyataan, di atas tanah itu
didirikan masjid atau madrasah.Ketiga, penggunaannya didasarkan pada wasiat pemberi wakaf
(wakif).Selain itu timbul penafsiran bahwa untuk menjaga kekekalannya, tanah wakaf itu tidak boleh
diperjual-belikan (Al-Asyhar, 2007: 11).
Secara normatif, di Indonesia masalah wakaf tertuang di dalam Undang-Undang No. 41 Tahun
2004 jo Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006. Pasal 1 angka 1 menyatakan wakaf adalah perbuatan
hukum wakif untuk memisahkandan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk
dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannyaguna keperluan
ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Adapun objek wakaf menurut ketentuan ini
dikenal dengan harta benda wakaf. Di dalam Pasal 1 angka 5 dinyatakan bahwa Harta Benda Wakaf
adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangkapanjang serta mempunyai
nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh wakif.
D
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Ada banyak cara dalam mengalihkan hak cipta ini di dalam sistem hukum hak cipta, termasuk di
dalamnya mengalihkan hak cipta melalui mekanisme wakaf. Maka dalam penelitian ini penulis memiliki
tujuan untuk mengetahui bagaimana keabsahan hak cipta sebagai hak kebendaan yang bersifat tak
berwujud dapat menjadi objek wakaf. Selain itu penulis juga ingin mengetahui konsep hukum Islam dan
hukum positif menafsirkan harta benda wakaf, termasuk hak cipta sebagai objek wakaf itu sendiri.
KAJIAN TEORI
Tinjauan Tentang Hak Cipta
Hak cipta merupakan suatu penghargaan atas kreativitas pencipta, sehingga ia dapat mengatur
penggunaan hasil penuangan gagasan atau informasinya, dan berhak untuk mengumumkan atau
memperbanyak ciptaanya, atau memberikan izin untuk itu. Oleh karena itu, setiap karya yang
didaftarkan dan mendapat perlindungan wajib dihormati dan dihargai (Tim Visi Yudesti, 2015:x).
Dalam e-book yang dikeluarkan oleh WIPO (World Intellectual Property Organization) Publication
memaparkan sedikit mengenai pengertian hak cipta yaitu :
Hukum hak cipta memberikan perlindungan terhadap penulis, seniman dan pencipta lainnya di
bidang sastra dan seni kreasi, umumnya disebut sebagai "ciptaan". Bidang terkait erat adalah "hak
terkait" atau hak terkait hak cipta yang mencakup hak yang sama atau identik dengan hak cipta,
meskipun kadang-kadang durasinya lebih terbatas dan lebih pendek. Penerima manfaat dari hak
terkait adalah: pemain (seperti aktor dan musisi) di pertunjukan mereka; produser rekaman suara
(untuk misalnya, compact disc / CD) direkaman suara mereka; dan organisasi penyiaran di
program, radio dan televisi mereka . Ciptaan dilindungi oleh hak cipta,: novel, puisi, drama,
referensi karya, surat kabar, iklan, komputer program, database, film, musik komposisi, koreografi,
lukisan, gambar, foto, patung, arsitektur, peta dan gambar teknis.
Sedangkan pengertian hak cipta berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang No 28 Tahun 2014
Tentang Hak Cipta
“Yang dimaksud dengan Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis
berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa
mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”
Hak cipta merupakan ekspresi dari sebuah ide, jadi yang dilidungi bukan ide nya itu sendiri.
Yang dilindungi adalah sudah dalam bentuk  nyatanya. Ciptaan yang dilindungi hak cipta meliputi
ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Objek yang dilindungi hak cipta diatur dalam
pasal 40 ayat(1) Undag-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang meliputi :
a. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya:
b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya;
c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
d. Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
e. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung,
atau kolase;
f. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
g. Karya seni terapan;
h. Karya arsitektur;
i. Peta;
j. Karya seni batik atau seni motif lain;
k. Karya fotografi;
l. Potret;
m. Karya sinematograh;
n. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modikasi ekspresi budaya tradisional;
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o. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya
lain darihasil transformasi;
p. Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer
maupun media lainnya;
q. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
r. Permainan video; dan
s. Program komputer.
Tinjauan Tentang Wakaf
Wakaf secara bahasa berasal dari kata waqafa-yaqifu yang artinya berhenti.Kata ini sering
disamakan dengan al-tahbis atau al-tasbil yang bermakna al-habs’an tasarruf, yakni mencegah dari
mengelola (Hasan, 2011: 3). Menurut Rachmadi Usman pengertian wakaf adalah “berhenti atau
menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk penggunaan yang
mubah, serta dimaksudkan untuk mendapatkan keridaan Allah SWT (Usman, 2009: 51).
Sedangkan, pengertian wakaf menurut apa yang dirumuskan dalam pasal 1 ayat (1) Peraturan
Pemerintah No.28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah milik adalah: Perbuatan hukum seseorang
atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannnya yang berupa tanah milik dan
melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum
lainnya sesuai dalam ajaran agama Islam (Alabij, 2002: 26).
Definsi mengenai Wakaf ini pun menjadi berkembang seiring dengan perkembangan waktu. Ini
diperbarui dengan adanya Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf didalam pasal 1 yang
menyebutkan bahwa:
Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian
harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai
dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.
2.1 Rukun wakaf
Wakaf sendiri dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya yaitu (Nawawi, n.d.:
377):
1. Wakif (orang yang mewakafkan harta);
Orang yang berwakaf disyaratkan cakap hukum, yaitu kemampuan untuk melakukan tindakan
Tabarru’ (Melepaskan hak milik umtuk hal-hal yang bersifat nirlaba). Menurut Rozalinda, seorang
yang dapat dikatakan cakap hukum harus memenuhi persyaratan:
1) Berakal,
Wakif harus berakal ketika melaksanakan wakaf, karena itu tidak dipandang sah jika wakaf yang
dilakukan oleh orang gila, idiot, pikun dan pingsan.
2) Baliq
Orang yang berwakaf harus orang yang dewasa atau cukup umur.
3) Cerdas
Orang yang berwakaf harus cerdas yaitu memiliki kemampuan dan kecakapan melakukan
tindakan.
4) Atas kemauan sendiri
Maksudnya yaitu, wakaf dilakukan atas dasar kemauan sendiri, bukan atas tekanan dan paksaaan
orang lain
5) Wakif adalah merdeka dan pemilik harta wakaf.
Dalam Undang-Undang Wakaf (“Pasal 7 Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tentang
Wakaf, lembaran negara No 159,”) menyebutkan bahwa status Wakif terdiri dari :
a) Perseorangan
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Wakif perseorangan sebagaimana dimaksud dalam hanya dapatmelakukan wakaf apabila
memenuhi persyaratan: dewasa, berakal sehat, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum
danpemilik sah harta benda wakaf.
b) Organisasi
Wakiforganisasi hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk
mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang
bersangkutan.
c) Badan Hukum.
Wakif badan hukum hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan badan hukum
untuk mewakafkan harta benda wakaf milik badan hukum sesuai dengan anggaran dasar badan
hukum yang bersangkutan.
2. Mauquf Bih (barang atau harta yang diwakafkan);
Harta yang diwakafkan merupakan hal yang sangat penting dalam perwakafan. Namun
demikian harta yang diwakafkan tersebut baru sah sebagai harta wakaf, kalau benda tersebut
memenuhi syarat. Menurut Wahbah Azzuhaily dalam buku Huswatun Hasanah Wakaf Tunai
menyebutkan syarat-syarat harta benda yang dapat diwakafkan yaitu:
1) Benda yang diwakafkan harus bernilai ekonomis, tetap zatnya dan boleh dimanfaatkan
menurut ajaran Islam.
2) Benda yang diwakafkan harus jelas wujudnya dan pasti batas-batasnya. Syarat ini bertujuan
agar menghindari perselisihan dan permasalahan dikemudian hari setelah harta ini di
wakafkan.
3) Harta yang diwakafkan harus benar-benar kepunyaan wakif secara sempurna, artinya bebas
dari segala beban.
4) Benda yang diwakafkan harus kekal. Namun demikian Imam Malik menyatakan bahwa wakaf
itu boleh dibatasi waktunya.
3. Mauquf ‘Alaih (tujuan wakaf)
Yang dimaksud dengan mauquf alaih adalah tujuan wakaf tidak boleh bertentangan
dengan nilai-nilai ibadah, hal ini sesuai dengan sifat amalan wakaf sebagai salah satu bagian dari
ibadah.Penegasan tujuan wakaf ini sangat membantu dalam penentuan pendayagunaan harta
wakaf.Yang pasti syarat dari tujuan wakaf adalah untuk kebaikan, mencapai keridhaan Allah dan
mendekatkan diri kepada-Nya.Kegunaan bisa untuk sarana Ibadah seperti Masjid, Pesantren dan
juga bisa dalam bentuk sarana Sosial seperti Panti asuhan, sekolah dan lain sebagainya (Ali, 2011:
27-28).
Tinjauan Tentang Kepemilikan Harta
Dalam hukum Islam hak – hak kepemilikan dikategorikan menjadi harta yang dimiliki oleh
seseorang. Imam Syafi’i mengatakan harta dikhususkan pada sesuatu yang bernilai dan bisa diperjual
belikan dan memiliki konsekuensi bagi yang merusaknya (Djuwaini, 2008: 22). Joseph Scacht
mengkategorikan Mal menjadi: harta yang tidak bergerak (‘aqar) dan yang bergerak (mal manqul, mal
naqli) dan harta yang dapat ditukar (misli) dan tidak dapat ditukar (qimi). Harta yang dapat ditukar
dikelompokan kepada benda-benda yang dapat diukur (makil atau kayli) atau benda-benda yang dapat
ditimbang (mawzun atau wazni) atau yang dapat dihitung (ma’dud mutaqarib) (Schacht, 2003:201-202).
Secara bahasa kepemilikan bermakna pemilikan manusia atas suatu harta dan kewenangan untuk
bertransaksi secara bebas terhadapnya. Menurut istilah para ulama kepemilikan adalah keistimewaan
atas suatu benda yang menghalangi pihak lain bertindak atasnya dan memungkinkan pemiliknya untuk
bertransaksi secara langsung di atasnya selama tidak ada halangan syara’ (Djuwaini, 2008: 34). Definisi
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milik menurut Abdul Majid adalah kekhususan terdapat pemilik suatu barang menurut syara untuk
bertindak secara bebas bertujuan untuk mengambil manfaatnya selama tidak ada penghalang syar’i .
Menurut ulama ada empat cara pemilikan harta yang disyariatkan Islam yaitu :
1. Melalui penguasaan harta yang belum dimiliki seseorang atau lembaga hukum lainnya yang dalam
Islam disebut harta yang mubah, contohnya: bebatuan di sungai yang apabila dibawa pulang oleh
orang maka itu menjadi miliknya
2. Melalui transaksi seperti jual beli, hibah dan wakaf.
3. Melalui peninggalan sesorang seperti warisan.
4. Hasil atau buah dari harta yang telah dimiliki oleh seseorang baik hasil itu datang secara alami
maupun melalui usaha kepemilikan.
Menurut pasal 17 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah, pemilikan harta (Amwal) didasarkan
asas:
1. Amanah, bahwa kepemilikan amwal pada dasarnya merupakan titipan dari Allah dan digunakan
untuk kepentingan hidup.
2. Infiradiyah, bahwa pemikian benda pada dasarnya bersifat individual dan penyatuan benda dapat
dilakukan dalam bentuk badan usaha atau koperasi.
3. Ijtima’iyah, bahwa pemilikan benda tidak hanya memiliki fungsi pemenuhan kebutuhan hidup
pemilinya, tetapi pada saat yang sama didalamnya terdapat hak masyarakat.
4. Manfaat, bahwa pemilikan harta benda pada dasarnya diarahkan untuk memperbesar manfaat dan
mempersempit mudharat.
5. Pengertian benda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
6. (KUHP) dapat ditemukan dalam Pasal 499 yang menyatakan bahwa :
Menurut paham undang-undang yang dinamakan kebendaan ialah, tiap-tiap barang dan tiap-tiap
hak, yang dapat dikuasai oleh hak milik.Dari rumusan tersebut dapat diketahui bahwa dalam pandangan
undang-undang  (KUHP) yang dimaksud dengan kebendaan adalah segala sesuatu yang dapat dikuasai
dengan hak miliki, tanpa memperdulikan jenis atau wujudnya. Satu hal yang perlu dicatat dan di
perhatikan di sini adalah bahwa penguasaan dalam bentuk hak milik ini adalah penguasaan yang
memiliki nilai ekonomi.Suatu kebendaan yng dapat dimiliki tetapi tidak memiliki nilai ekonomis
bukanlah kebendaan yang menjadi objek pembicaraan.
Adapun ciri-ciri dari hak kebendaan yaitu :
1. Hak kebendaan merupakan hak yang mutlak, yaitu dapat dipertahankan terhadap siapapun
2. Hak kebendaan itu mempunyai zaaksgevolg atau droit de suit (hak yang mengikuti). Artinya hak it
uterus mengikuti bendanya dimanapun juga barang itu berada. Hak itu terus saja mengikuti orang
yang mempunyainya.
3. Mana yang lebih dulu terjadinya, itu tigkatanya adalah lebih tinggi dari pada yang terjadi kemudian.
4. Hak kebendaan memiliki droit de preference (hak terlebih dahulu).
5. Kemungkinan untuk mengadakan penggugatan itu juga berlainan. Pada hak kebendaan gugatannya
itu disebut dengan gugat kebendaan.
6. Kemungkinan untuk memindahkan juga berbeda. Kemungkinan untuk memindahkan hak kebendaan
itu dapat dilakukan sepenuhnya.
METODE PENELITIAN
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengguanakan penelitian hukum
normatif. Penelitian hukum normatif atau legal research adalah menemukan kebenaran koherensi,
yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau
larangan sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai dengan aturan hukum) atau prinsip hukum
(Marzuki, 2014: 47).
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2. Pendekatan Penelitian
Penulis menggunakan 2 (dua) macam pendekatan penelitian yaitu :
a. Pendekatan Undang-Undang (Statue Approach)
Penulis menelaah materi muatannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Selain itu dari perspektif hukum
Islam maka akan mengkaji Al-Qur’an sebagai Pedoman utama atau ground norm dari hukum
Islam, selain Al-Qur’an, akan dikaji pula sumber hukum atau regulasi penjelasnya seperti Hadis
dan pendapat-pendapat para ulama (Ijtihad).
b. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)
Penulis akan menelaah pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu
hokum dan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep
hukum dan asas-asas hukum. Pemahaman mengenai pandangan dan doktrin tersebut merupakan
sandaran bagi penulis dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang
dihadapi
3. Sumber Data
Sumber–sumber penelitian ini berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.
Adapun sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :
3.1. Bahan hukum primer
a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta;
b) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf;
c) Al-Qur’an; dan
d) Hadis.
3.2. Bahan hukum sekuder
a) Buku-buku teks yang ditulis para ahli hukum;
b) Jurnal-jurnal hukum;
c) Artikel ; dan
d) Bahan dari media internet, dan sumber lainnya yang memiliki korelasi untuk mendukung
penelitian ini.
4. Teknik Pengumpulan Data
Pada pengumpulan hukum tertulis, apa yang dilakukan orang (peneliti) pertama-tama yaitu usaha
koleksi publikasi-publikasi, reprint-reprint, dan dokumen-dokumen yang mengandung bahan hukum
positif. Setelah bahan-bahan tertulis yang mengandung lafal-lafal hukum positif itu berhasil
terkumpul, klasifikasi yang sistematis harus dikerjakan, berikut pengembangan metode untuk
penemuannya kembali secara mudah (pengembangan retrival method). Ketepatan dan kecermatan
informasi mengenai suyek dan variable penelitian tergantung pada strategi dan alat pengambilan data
yang dipergunakan. Hal ini pula akan menentukan ketepatan hasil penelitian (Azwar, 2005: 36).
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Konsep Kebendaan Hak Cipta Dalam Hukum Islam
Islam mempunyai pandangan yang pasti tentang harta.Mengenai pemilik mutlak harta atau segala
sesuatu yang ada dimuka bumi ini adalah Allah swt. Kepemilikan oleh manusia adalah bersifat relative,
sebatas untuk menjalankan amanah mengelola dan memanfaatkan sesuai dengan ketentuannya.
Beberapa mazhab menjelaskan pandangan tentang harta dalam Islam Menurut Hanafiyah, al-Mal
adalah segala sesuatu yang mungkin untuk dimiliki, disimpan, dan menghasilkan manfaat. Pendapat ini
menjelaskan dua unsur yang harus ada didalamnya :
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1. Di mungkinkan untuk dimiliki dan disimpan, dengan demikian al-mal harus bersifat tangible.
Sesuatu yang bersifat intangible seperti ilmu, kesehatan, kompetensi, prestige dan sebagainya tidak
bisa dikategorikan sebagai al-mal.
2. Secara wajar dimunkinkan untuk diambil manfaatnya.
3. Selain itu, kemanfaatan yang ada pada sesuatu itu haruslah merupakan manfaat yang secara umum
dapat diterima di masyarakat (Djuwaini, 2008: 19-20).
Materi atau harta dalam pandangan Islam adalah sebagai jalan, bukan satu-satunya tujuan dan
bukan sebab yang dapat menjelaskan semua kejadian-kejadian (Bably, 1989: 5).
Menurut para Fuqaha harta tersusun oleh dua unsur yaitu:
1. Unsur wujud (aniyah) yang berarti, bahwa harta itu ada wujudnya dalam kenyataan karenanya
manfaat sebuah rumah yang dipelihara oleh seseorang tidak disebut sebagai harta, tetapi termasuk
milik atau hak.
2. Unsur kebiasaan dalam masyarakat (‘Urf) yang berarti bahwa harta adalah segala sesuatu yang
dipandang sebagai harta oleh seluruh manusia atau sebagian manusia. dalam konteks ini, ketika
seseorang memelihara sesuatu, ia menginginkan manfaatnya, baik manfaat yang terlihat (madiyah)
ataupun manfaat yang tak terlihat (Ma’nawiyah) (Nawawi, n.d.).
Dalam mencari dan memperoleh harta Islam tidak membatasi kehendak seseorang dalam mencari
dan memperoleh harta selama yang demikian tetap dilakukan dalam prinsip umum yang berlaku yaitu
halal dan baik, adapun bentuk usaha dalam memperoleh harta yang menjai karunia Allah secara garis
besar dapat dilakukan sebagai mana berikut:
1. Memperoleh harta tersebut secara langsung sebelum harta itu dimiliki oleh siapapun. Bentuk yang
jelas dari mendapatkan harta baru sebelum menjadi milik oleh siapapun adalah menghidupkan tanah
mati yang belum dimiliki (Ihya Al Mawat).
2. Memperoleh harta yang telah dimiliki oleh seseorang melalui transaksi yaitu peralihan harta
berlangsung dengan sendirinya, atau peralihan harta berlangsung tidak dengan sendirinya (Ghazaly:
2012: 25-26).
Dalam hak cipta mengandung dua komponen penting yaitu hak moral dan hak ekonomi. Hak
moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta yaitu hak untuk selalu dicantumkan nama pencipta
dalam setiap ciptaannya dan hak katas keutuhan ciptaannya, tidak dapat dihilangkan atau dihapus,
meskipun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan (Hidayah, 2013: 49). Sedangkan hak ekonomi adalah
hak yang dimiliki oleh seorang pencipta untuk mendapatkan keuntungan atas ciptaannya. Hak ekonomi
ini dalam tiap undang-undang tetang hak cipta selalu berbeda, baik terminologinya, jenis hak yang
diliputinya dan ruang lingkup dari tiap jenis hak ekonomi tersebut.
Mengacu pada hukum Islam, hak ekonomi pada hak cipta dapat dikategorikan menjadi harta yang
dimiliki oleh seseorang. Imam Syafi’i mengatakan harta dikhususkan pada sesuatu yang bernilai dan
bisa diperjual belikan dan memiliki konsekuensi bagi yang merusaknya (Djuwaini, 2008: 22). Joseph
Scacht mengkategorikan Mal menjadi: harta yang tidak bergerak (‘aqar) dan yang bergerak (mal
manqul, mal naqli) dan harta yang dapat ditukar (misli) dan tidak dapat ditukar (qimi). Harta yang dapat
ditukar dikelompokan kepada benda-benda yang dapat diukur (makil atau kayli) atau benda-benda yang
dapat ditimbang (mawzun atau wazni) atau yang dapat dihitung (ma’dud mutaqarib) (Schacht, 2003:
201-202).
Dari sisi manfaat yang terkandung di dalam hak cipta berupa aspek ekonomis, di mana pencipta
berhak menerima imbalan berupa honor/royalty berupa penerbitan atau penggandaan ciptaannya dalam
jumlah tertentu untuk kepentingan bisnis, aspek ekonomis inilah yang menempatkan hak cipta tergolong
dalam kategori harta maknawi dalam hal ini mazhab Maliki berpendapat harta bukan hanya berupa
benda (materi) tapi dapat juga berupa manfaat (immateri).Pendapat ini juga diperkuat oleh mayoritas
ulama Fikih yang tidak membatasi harta pada sesuatu yang berwujud saja, melainkan bisa juga berupa
sesuatu yang tidak berwujud seperti hak dan manfaat.Sehingga kategorisasi mal (harta) didasarkan pada
nilai manfaat yang ada pada benda tersebut, oleh karenanya harta dapat berupa benda yang berwujud
dan tidak berwujud (intangible asset) termasuk di dalamnya hak cipta.Kedua, madzab Maliki
membolehkan wakaf untuk jangka waktu tertentu,  sehingga wakaf hak cipta dengan sendirinya
termasuk wakaf muaqqat (jangka waktu terbatas), sebab jangka waktu hak cipta dibatasi oleh Undang-
Undang.
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Konsep Keabsahan Hak Cipta Sebagai Objek Wakaf
Ruang lingkup wakaf yang selama ini dipahami secara umum cenderung terbatas pada wakaf
benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan, Wakif dapat pula mewakafkan sebagian kekayaannya
berupa harta benda wakaf bergerak, baik berwujud atau tidak berwujud yaitu uang, logam mulia, surat
berharga,kendaraan, hak kekayaan intelektual, hak sewa, dan benda bergerak lainnya. Peruntukan harta
benda wakaf tidak semata-mata untuk kepentingan sarana ibadah dan sosial tetapi juga diarahkan untuk
memajukan kesejahteraan umum dengan caramewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda
wakaf.
Wakaf di kalangan fuqaha lebih berpegang kepada prinsip bahwa benda yang diwakafkan itu pada
hakikatnya adalah pengekalan manfaat benda itu. Konsep benda wakaf dapat dilihat dari asas
kemanfaatannya, oleh karena itu Hak Cipta yang dapat memberikan keuntungan ekonomis berupa
bentuk pembayaran royalti, dipandang sebagai salah satu huquq maliyyah(hak kekayaan) yang
mendapat perlindungan hukum (mashu) sebagaimana mal (kekayaan), dan dapat dijadikan obyek akad
(al-ma’qud’alaih), baik akad mu’awadhah (pertukaran, komersial), maupun akad
tabarru’at(nonkomersial), serta dapat diwaqafkan.
Wakaf hak cipta sesungguhnya sudah pernah dilakukan, setidaknya sudah pernah dilakukan oleh
seorang dosen fakultas Syaria’ah IAIN Sunan Gunung Djati Bernama Hanafi (alm) telah mewakafkan
salah satu bukunya kepada HMI korkom IAIN SGD (sekarang HMI Cabang Kabupaten Bandung.
Adapun cara mewakafkan hak karya ilmiah yang berupa tulisan adalah dengan memperbolehkan kepada
orang yang menerima wakaf untuk menerbitkan dan mendistribusikannnya dengan syarat pelakunya
tidak mengambil untung kecuali sebagai ganti cetak, atau kalau ingin mengambil untung, maka
keuntungannya dishadaqahkan mewakili keninginan wakif. Pernyataan wakif bisa juga diartikan, bahwa
ia mewakafkan hak nya sebagai penulis. Karena itu pula shadaqah yang diberikan namanya, merupakan
shadaqah dari hasil hak penulis.Nilai hak penerbitan yang dwakafkan oleh penulis bisa dihitung
berdasarkan perhitungan sekali cetak atau lebih untuk semua cetakan.Kondisi ini tergantung tradisi yang
biasa dilakukan di suatu negara dimana penulis tinggal.Dengan penafsiran ini, penerbitnya bisa
mengambil untung dari penerbitan buku yang telah diwakafkan hak penerbitannya oleh penulis dengan
syarat harus mengeluarkan bagian penulis dalam bentuk shadaqah ke jalan kebaikan, kalau ada
keuntungan seperti yang ditentukan oleh penulis (Qahaf, 2007: 188-189).
Keberadaan Hak Cipta sebagai harta benda wakaf, selain memberikan manfaat secara ekonomi
dan menciptakan keadilan sosial, waqif hak cipta juga akan mendapatkan pahala. Wakaf yang
disyari’atkan dalam Islam mempunyai dua dimensi sekaligus, ialah dimensi religi dan dimensi sosial
ekonomi.Dimensi religi karena wakaf merupakan anjuran agama yang perlu dipraktekkan dalam
kehidupn masyarakat muslim, sehingga waqif mendapat pahala karena menaati perintahnya. Sedangkan
dimensi sosial ekonomi karena syari’at wakaf mengandung unsur ekonomi dan sosial, dimana kegiatan
wakaf telah membantu sesamanya untuk saling tenggang rasa.
Wakaf hak cipta sama seperti wakaf benda lainnya yang dilakukan dengan alat bukti autentik
yaitu Ikrar Wakaf yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf dan sertifikatnya (sertifikat hak
cipta) yang dubuat oleh pihak yang berwenang. Wakaf hak cipta wajib didaftarkan ke Direktorat Jendral
Hak Atas Kekayaan Intelektual untuk dimuat dalam Daftar Umum Hak Cipta.Wakaf hak cipta dapat
dilakukan secara mutlak (tanpa ditentukan pihak yang berhak mendapat manfaat dari wkaf tersebut) dan
juga secara muqayyad (pihak wakif menentukan pihak yang berhak mendapatkan manfaat dari wakaf
tersebut.
Aspek ekonomi dari wakaf hak cipta adalah pencipta berhak menerima imbalan berupa
honor/royalti karena penerbitan atau pengagndaan ciptaan dalam jumlah tertentu untuk kepentingan
bisnis. Wakaf hak cipta berarti menyedekahkan manfaat hak cipta kepada pihak lain. sementara objek
hak cipta diwakafkan ditahan (habs) untuk diperbanyak dan disebarkan kepada khalyak umum oleh
pihak-pihak yang diberi wewenang guna dipasarkan/dijual.
KESIMPULAN
Penentuan keabsahan hak cipta sebagai objek wakaf mengacu pada pendapat madzab Maliki yang
didasarkan pada dua hal. Pertama, sisi manfaat yang terkandung di dalam hak cipta berupa aspek
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ekonomis, di mana pencipta berhak menerima imbalan berupa honor/royalty berupa penerbitan atau
penggandaan ciptaannya dalam jumlah tertentu untuk kepentingan bisnis, aspek ekonomis inilah yang
menempatkan hak cipta tergolong dalam kategori harta maknawi dalam hal ini mazhab Maliki
berpendapat harta bukan hanya berupa benda (materi) tapi dapat juga berupa manfaat (immateri).
Pendapat ini juga diperkuat oleh mayoritas ulama Fikih yang tidak membatasi harta pada sesuatu yang
berwujud saja, melainkan bisa juga berupa sesuatu yang tidak berwujud seperti hak dan
manfaat.Sehingga kategorisasi mal (harta) didasarkan pada nilai manfaat yang ada pada benda tersebut,
oleh karenanya harta dapat berupa benda yang berwujud dan tidak berwujud (intangible asset) termasuk
di dalamnya hak cipta.Kedua, madzab Maliki membolehkan wakaf untuk jangka waktu tertentu,
sehingga wakaf hak cipta dengan sendirinya termasuk wakaf muaqqat (jangka waktu terbatas), sebab
jangka waktu hak cipta dibatasi oleh Undang-Undang.
Dalam hukum positif, kedudukan wakaf hak cipta sama dengan wakaf pada umumnya, karena
hak cipta masuk kategori benda (harta) . Prosedur wakaf hak cipta diatur pada Undang-Undang Nomor
41 Tahun 2004 Tentang Wakaf  dan Undang-Undang Hak Cipta yaitu melalui pendaftaran hak cipta
yang dilakukan di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Akibat hukumnya jika harta
diwakafkan kepada publik, maka manfaat dari hak cipta menjadi milik publik selamanya, tidak boleh
ada yang mewariskan, menjual, memiliki atau menghibahkan atas nama pribadi.
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